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ABSTRAK 
ANDI ANUGRA, B111 06 144, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak 
Pidana Pembakaran Yang Dapat Membahayakan Keamanan Umum 
Bagi Orang Dan Barang (Studi kasus putusan No.1606/Pid.B/2010/ 
PN.MKS), di bawah bimbingan Imran Arief selaku pembimbing I dan 
Haeranah selaku pembimbing II 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan 
hukum terhadap tindak pidana pembakaran dan apa pertimbangan hukum 
hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembakaran yang dapat 
menimbulkan bahaya umum bagi orang dan barang. 
 Penelitian ini dilaksanakan di Kotamadya Makassar dengan 
memilih instansi yang terkait dengan perkara ini yaitu dilaksanakan di 
Pengadilan Negeri Makassar. Metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah Metode Kepustakaan dan Metode Wawancara kemudian data 
yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) dalam putusan yang 
dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar nomor 
perkara nomor : 1606/Pid.B/2010/PN.MKS yang menyatakan Bahwa  
terdakwa Samsul Dg. Tola dan teman, terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja 
menimbulkan kebakaran. Perbuata terdakwa didakwa melakukan suatu 
tindakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (1) jo. Pasal 55 
KUHP. Maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (2) 
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana 
pembakaran yang dapat membahayakan keamanaan umum bagi orang 
dan barang dalam perkara ini; dakwaan penuntut umum, barang bukti, 
keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa. Selain pertimbangan 
tersebut, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama proses 
persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan 






Sesungguhnya Allah SWT senantiasa mengangkat derajat orang-
orang yang beriman dan berilmu.  
Tiada kata yang patut diucapkan selain puji syukur ke hadirat Allah 
SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul 
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Yang Dapat 
Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang Dan Barang (Studi 
kasus putusan No.1606/Pid.B/2010/PN.MKS), guna memperoleh gelar 
Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
Dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih dan 
penghargaan yang  tertinggi kepada kedua orang tua tercinta. Ayahanda 
Andi Syamsu Alam dan Ibunda Hj. Andi Pancawati yang telah mendidik 
dan membesarkan penulis dengan penuh kesabaran, rasa kasih sayang, 
perhatian, pengorbanan, keringat dan air mata serta do’a yang tidak 
pernah putus. Kepada Saudara/Saudariku, Andi Wahyuni, Andi 
Wahyuddin (almarhumah), Andi Ilham, Andi Ira Setiawati, terima kasih 
atas semangat, do’a dan perhatian yang diberikan sehingga penulis selalu 
merasa dihargai dan dibanggakan. 
Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada bapak H. Muh. 
Imran Arif,S.H.,M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Haeranah,S.H.,M.H 
selaku pembimbing II atas bimbingan, transfer ilmu, tenaga, waktu yang 
diberikan dalam mengarahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.  
Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 
telah membantu baik moril maupun materil kepada: 
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7. Para staf dan pegawai akademik yang telah banyak membantu 
penulis. 
8. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu demi satu.  
Penulis bukanlah seorang yang sempurna. Dengan segala 
keterbatasan yang penulis miliki, penulis menyadari skripsi ini jauh dari 
kesempurnaan sehingga saran dan kritik yang sifatnya konstruktif akan 
menjadi masukan yang sangat berguna menuju kesempurnaan penulisan 
ini. Tidak lupa pula penulis mohon maaf atas segala kekhilafan.  
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1.1. Latar Belakang Masalah 
Sejarah perkembangan manusia dipengaruh  ilmu pengetahuan 
dan teknologi menimbulkan banyak masalah sosial dan memerlukan 
penyesuaian terhadap perubahan sosial. Di satu pihak perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi memperlihatkan hasil yang bermanfaat 
bagi kehidupan umat manusia, sedangkan di pihak lain akan melahirkan 
penyakit sosial seperti timbulnya pengangguran, kesenjangan sosial yang 
berdampak pada timbulnya suatu kejahatan. 
Indonesia sendiri pada saat ini sedang membangun, mengadakan 
pembangunan jasmaniah dan rohaniah. Semua warga negara dan 
pemerintah ikut serta bersama-sama dalam pembangunan ini. 
Pembangunan, yang merupakan suatu proses modernisasi. 
Ini berarti bahwa setiap peserta pembangunan ini baik pihak 
pemerintah maupun swasta secara kelompok atau pribadi ikut 
bertanggungjawab terhadap terjadinya akibat-akibat yang positif maupun 
negatif, yang dilakukan secara sengaja atau tidak, dalam melakukan 
tugas. Ini berarti juga bahwa kita harus waspada dalam menghadapi 
permasalahan yang ada dan akan timbul lagi sebagai akibat dari 
pembangunan tersebut. 
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Tidak dapat dipungkiri, bahwa seiring dengan perkembangan 
zaman, tingkat kejahatan pun semakin meningkat. Berbagai macam tindak 
kejahatan kekerasan muncul sebagai sesuatu yang meresahkan dalam 
masyarakat. Telah banyak aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah 
bahkan pos-pos kepolisian didirikan di banyak tempat untuk mengatasi 
masalah tersebut, akan tetapi laju perkembangan kejahatan masih cukup 
sulit untuk ditekan. Korban-korban kejahatan bermunculan dengan 
persentase yang tinggi dari tahun ke tahun. 
Sedangkan disisi-sisi lain hidup bermasyarakat selalu 
memerlukan ketertiban dan kedamaian, karena unsur ketertiban dan 
kedamaian menjadi pilar untuk menegakkan suasana kehidupan yang dan 
kewajiban sebagai warga masyarakat. Salah satu unsur yang sering 
mengganggu ketentraman masyarakat adalah unsur kejahatan. Kejahatan 
sebagai salah satu perbuatan yang anti sosial pada saat tertentu dapat 
menunjukkan adanya kecendrungan meningkat. Dan meningkatkan 
kriminalitas, ditengah masyarakat maka ketentraman hidup masyarakat 
pasti terganggu. 
Kejahatan adalah suatu perbuatan secara turun temurun dilakukan 
oleh manusia dari dahulu sampai dewasa ini. Manusia melakukan 
perbuatan jahat, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. 
Tingkah laku jahat itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita 
maupun pria, dapat pula pada usia anak, dewasa, ataupun lanjut usia. 
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Kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu dipikirkan dan 
diarahkan pada suatu maksud tertentu secara benar, namun juga bisa 
dilakukan secara tidak sadar. Untuk mempertahankan hidupnya, 
seseorang terpaksa melakukan suatu kejahatan. Kenyataan dewasa ini, di 
zaman modern ini, orang melakukan kejahatan dengan berbagai macam 
cara yang serba modern, baik alat yang digunakan maupun modus 
operandinya.  
Perkembangan masyarakat dewasa ini telah disadari bahwa 
berbagai usaha manusia untuk mempertahankan hidupnya dan kadang-
kadang ada orang yang memilih kejahatan dalam menyongsong era 
millennium ke III Indonesia menghadapi persoalan yang berat sebagai 
konsekuensi dari semakin hebatnya pengaruh globalisasi dalam segala 
bidang, baik bidang Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, lingkungan hidup, 
dan keamanan yang akan menghadapi tantangan berat. Salah satunya 
adalah kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum 
manusia atau barang. 
Kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum 
manusia atau barang diatur dalam Buku  II Pasal 187 KUHpidana. Dalam 
penjelasan dalam pasal ini disebutkan bahwa kejahatan ini adalah suatu 
delik dolus, artinya harus dilakukan dengan sengaja. Untuk dapat 
dihukum, maka perbuatan itu harus dapat mendatangkan bahaya umum 
bagi barang, bahaya maut bagi orang. 
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Unsur yang terdapat dalam pasal tersebut ialah barangsiapa, 
dengan sengaja, membakar, menjadikan letusan, mengakibatkan 
kebanjiran.  
Di Indonesia pada umumnya dan khususnya Kota Makassar tindak 
pidana ini sangat jarang terjadi, berdasarkan kenyataan-kenyataan 
tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tindak pidana 
pembakaran ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana 
Pembakaran Yang Dapat Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang 
atau Barang (Studi Kasus No.1606/Pid.B/2010/PN.MKS) 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar 
belakang masalah di atas, maka penulis mengemukakan rumusan 
masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana 
pembakar yang dapat membahayakan keamanan umum 
bagi orang atau barang (Putusan Nomor 
1606/Pid.B/2010/PN.MKS). 
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
sanksi pidana pembakar yang dapat membahayakan 





1.3. Tujuan dan kegunaan penelitian 
Mengacu pada  rumusan masalah di atas, maka tujuan 
dalam penelitian ini yang bisa kami gambarkan adalah: 
1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus 
perkara nomor.1606/Pid.B/2010/PN.MKS. 
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak 
pidana kejahatan yang dengan sengaja membakar yang 
dapat membahayakan keamanan umum bagi orang atau 
barang. 
Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka kegunaan 
penelitian ini adalah: 
1. Memberi sumbangsih bagi pengembangan ilmu 
pengetahuan Hukum Pidana . 
2. Sebagai literatur tambahan yang membahas tentang tindak 
pidana kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi 
keamanan umum manusia atau barang. 
3. Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada 
bagian pidana, serta merupakan satu syarat dalam 






2.1. Tindak Pidana 
2.1.1.  Pengertian Tindak Pidana 
Istilah delik atau het straafbaarfeit dalam ilmu hukum 
memiliki banyak pengertian maupun terjemahan-terjemahan yang 
bermakna serupa. Terjemahan atau tafsiran tersebut diantaranya 
ada yang menyebutkan delik sebagai perbuatan yang dapat atau 
boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak 
pidana. 
Tindak pidana atau delik menurut wujud dan sifatnya adalah 
perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini 
merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau 
menghambat terlaksananya tata pergaulan dalam masyarakat yang 
dianggap baik dan adil. Perbuatan yang anti sosial dapat juga 
dikatakan sebagai suatu tindak pidana. 
Moeljatno (Chazawi, 2002:72) memakai istilah “Perbuatan 
Pidana”. Beliau tidak menggunakan istilah Tindak Pidana. 
Perbuatan Pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang oleh 
aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang 
siapa yang melanggar larangan tersebut. 
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Berdasarkan definisi diatas Moeljatno (Chazawi, 2002:72) 
menjabarkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut : 
a. Perbuatan  
b. Yang dilarang (oleh aturan hukum) 
c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar) 
Menurut Simons (Chazawi, 2002:75), bahwa Strafbar Feit ialah 
perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan 
schuld seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan 
yang dimaksud Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang 
meliputi dolus (sengaja) dan culpa late (alpa dan lalai). 
Pompe (Lamintang, 1997:34), memberikan dua macam 
definisi, yaitu yang bersifat teoritis dan bersifat perundang-
undangan. Definisi teoritis ialah pelanggaran norma (kaidah; tata 
hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang 
harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum 
demi menyelamatkan kesejahteraan umum. Demikianlah beberapa 
rumusan-rumusan tentang tindak pidana Strafbaar Feit yang 
diberikan oleh para sarjana ahli dalam hukum pidana . Perbedaan-
perbedaan istilah seperti ini hanya menyangkut terminologi bahasa 
yang ada serta untuk menunjukkan tindakan hukum apa saja yang 
terkandung didalamnya. 
Menurut R. Tresno (Chazawi, 2002:73), straafbaar feit atau 
perbuatan pidana atau juga peristiwa pidana tersebut adalah suatu 
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perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan 
dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan 
lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan 
penghukuman. Beliau kemudian memberikan defenisi bahwa untuk 
memenuhi syarat telah terjadinya suatu perbuatan atau peristiwa 
pidana tersebut adalah : 
a. Harus ada perbuatan manusia 
b. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa yang 
dilukiskan didalam ketentuan hukum. 
c. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat 
yaitu bahwa orang tersebut harus dapat 
dipertanggungjawabkan 
d. Perbuatan tersebut harus berlawanan dengan hukum 
e. Terhadap perbuatan tersebut harus tersedia adanya 
ancaman hukumannya didalam undang-undang 
2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Unsur-unsur tindak pidana adalah syarat-syarat untuk 
mengetahui apakah perbuatan tersebut masuk dalam kategori 
suatu perbuatan, tindakan yang melawan, atau melanggar hukum. 
Menurut Van Bemelen (Lamintang, 1997:34), unsur-unsur dari 
suatu tindak pidana diantaranya ialah adanya unsur-unsur 
kesalahan, kemampuan, bertanggungjawab, dan sifat melawan 
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hukum dari perbuatan tersebut. Sedangkan, unsur-unsur dari tindak 
pidana menurut Van Hamel (Lamintang, 1997:34), meliputi: 
1. Perbuatan 
2. Perbuatan itu ditentukan oleh hukum pidana tertulis (asas 
legalitas) yang merupakan perbuatan melawan hukum 
3. Bernilai atau patut dipidana 
 
Adapun unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang diberikan 
oleh Simons (Chazawi, 2002:73), yakni: 
1. Suatu perbuatan manusia, 
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman 
oleh undang-undang; 
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang atau lebih yang 
dapat dipertanggungjawabkan. 
 
Rumusan delik menurut Jonkers dan Utrecht (Chazawi, 
2002:73), yang memandang rumusan Simon (Chazawi, 2002:73), 
merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi: 
a. Diancam dengan pidana oleh hukum; 
b. Bertentangan dengan hukum; 
c. Dilakukan oleh orang yang bersalah; 
d. Orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya. 
 
Unsur-unsur delik pada umumnya Menurut Moeljatno 
(Chazawi, 2002:73), unsur-unsur tindak pidana terdiri atas: 
a. Kelakuan dan akibat; 
b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan; 
c. Keadaan tambahan yang memberatkan; 
d. Unsur-unsur melawan hukum yang objektif 
e. Unsur melawan hukum yang subjektif. 
Pendapat Moeljatno tersebut menekankan bahwa unsur-unsur 
terjadinya tindak pidana yaitu jika adanya perbuatan yang 
menimbulkan suatu akibat dan perbuatan tersebut memenuhi unsur 
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melawan hukum yang subjektif dan objektif. Adapun unsur 
melawan hukum subjektif yang dimaksud adalah adanya 
kesengajaan dari pembuat, delik untuk melakukan suatu perbuatan 
yang melawan hukum, sedangkan unsur melawan hukum objektif 
penilaiannya bukan dari pembuat, tetapi dari masyarakat. 
Lebih lanjut Moeljatno (Chazawi, 2002:73), yang menganut 
pandangan dualistis terhadap delik, menyatakan bahwa syarat-
syarat  
Andi Zainal Abidin Farid (Chazawi, 2002:73), menuliskan 
unsur delik menurut pandangan monoisme dan pandangan 
dualisme  yaitu unsur tindak pidana menurut aliran monoisme 
hanya mengenal unsur perbuatan dan pembuat sedangkan unsur 
tindak pidana menurut aliran dualisme yaitu: 
a. Pebuatan aktif serta akibat (khusus untuk delik materiil); 
b. Yang melawan hukum yang objektif dan subjektif; 
c. Hal ikhwal yang menyertai perbuatan; 
d. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana; dan  
e. Tak adanya alasan pembenar. 
Menurut pendapat diatas, bahwa kalau istilah melawan hukum 
tidak disebut di dalam Pasal undang-undang pidana, maka ia 
merupakan unsur yang diterima secara diam-diam yang tidak perlu 
dibuktikan oleh penuntut umum, juga melawan hukum materiil. 
2.2. Penyertaan 
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Menurut Chazawi (2002: 71) mengartikan penyertaan adalah 
sebagai berikut : 
“Pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau 
terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun 
fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga 
melahirkan suatu tidak pidana.” 
 
Penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. 
Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua 
pembagian besar, yaitu: 
a. Pembuat/Dader (Pasal 55) yang terdiri dari: 
1. pelaku (pleger) 
2. yang menyuruh melakukan (doenpleger) 
3. yang turut serta (medepleger) 
4. penganjur (uitlokker) 
 
 
b.  Pembantu/Medeplichtige (Pasal 56) yang terdiri dari: 
1. pembantu pada saat kejahatan dilakukan; 
 2. pembantu sebelum kejahatan dilakukan. 
 
Secara umum penyertaan dapat di artikan sebagai suatu 
perbuatan (tindak pidana) yang di lakukan lebih dari satu orang. 
Kata penyertaan (Deelneming) berarti turut sertanya seseorang 
atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana. 
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Berdasarkan rumusan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP 
tersebut di atas, terdapat beberapa perkataan seperti dader, 
plegen, doen plegen, dan lain sebagainya, yang mana perkataan-
perkataan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 
penyertaan sehingga perlu di jelaskan satu-persatu. 
2.2.1 Pembuat (dader) 
Perkataan dader berasal dari kata pokok perkataan yaitu 
daad, yang di dalam Bahasa Belanda juga mempunyai arti 
yang sama dengan perkataan hetdoen atau handeling, yang 
di dalam Bahasa Indonesia juga mempunyai arti sebagai hal 
melakukan atau sebagai tindakan. 
Orang yang melakukan suatu daad itu di sebut seorang 
dader, dan orang yang melakukan suatu tindakan itu dalam 
bahasa Indonesia lazim di sebut sebagai seorang pelaku. 
Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, tidaklah lazim 
orang mengatakan bahwa seorang pelaku itu telah membuat 
suatu tindak pidana atau bahwa seorang pembuat itu telah 
membuat suatu tindak pidana, akan tetapi yang sering di 
katakan orang adalah, bahwa seorang pelaku itu telah 
melakukan suatu tindak pidana. 
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Menurut memori penjelasan mengenai pasal 
pembentukan Pasal 55 KUHP yang harus di pandang 
sebagai daders itu bukan saja mereka yang telah 
menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, 
melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan 
suatu tindak pidana. 
Menurut Van Hamel ( Lamintang, 1997: 593): 
 “ seseorang yang di pandang sebagai seorang pelaku itu 
tidak boleh semata-mata di dasarkan pada suatu 
anggapan, akan tetapi hal tersebut selalu harus di 
buktikan.” 
Simons ( Lamintang, 1997; 594) telah merumuskan 
dader sebagai berikut:  
“Pelaku suatu tindak pidana itu adalah orang yang 
melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti 
orang yang dengan suatu kesengajaan atau 
ketidaksengajaan seperti yang di syaratkan oleh UU 
atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau 
mengalpakan tindakan yang di wajibkan oleh UU atau 
dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi 
suatu unsur delik seperti yang di tentukan oleh UU, baik 
itu merupakan suatu unsur-unsur subjektif, maupun 
unsur- unsur objektif, tanpa memandang apakah 
keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut 
timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena di 
gerakkan pihak ketiga.  
Berdasarkan pengertian dader yang dikemukakan oleh 
Van Hamel maupun yang dibuat oleh Simons, bahwa tindak 
pidana itu harus mempunyai bukti dengan memenuhi unsur 
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delik yang telah dirumuskan dalam UU sehingga dinyatakan 
sebagai tindakan terlarang. 
Berdasarkan definisi di atas yang dimaksud dengan 
dader adalah semua orang yang disebutkan Pasal 55 KUHP 
hal mana yang telah dikuatkan oleh memori penjelasan 
dimana telah di katakan bahwa semua orang yang telah di 
sebutkan dalam Pasal 55 KUHP itu adalah pelaku. 
Van Bemellen ( Lamintang, 1997: 598 ) telah membuat 
rumusan mengenai pengertian dader sebagai berikut : 
“ pelaku itu adalah orang yang memenuhi unsur-unsur 
dari suatu delik, atau orang yang telah memenuhi semua 
syarat yang telah di tentukan dalam rumusan delik “. 
 2.2.2 Menyuruh Melakukan ( Doen Pleger) 
Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan 
dengan perantaraan orang lain, sedang perantara itu hanya 
digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, 
yaitu pembuat langsung (manus ministra/auctor physicus), 
dan pembuat tidak langsung (manus domina/auctor 
intellectualis). 
Unsur-unsur pada doenpleger adalah: 
a. Alat yang dipakai adalah manusia; 
b. Alat yang dipakai berbuat; 
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c. Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan. 
Sedangkan hal-hal yang menyebabkan alat (pembuat 
materiel) tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah: 
a. Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (Pasal 
44) 
b. Bila ia berbuat karena daya paksa (Pasal 48) 
c. Bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah 
(Pasal 51 (2)) 
d. Bila ia sesat (keliru) mengenai salah satu unsur delik 
e. Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang 
disyaratkan untuk kejahatan ybs. 
Jika yang disuruhlakukan seorang anak kecil yang 
belum cukup umur maka tetap mengacu pada Pasal 45 dan 
Pasal 47 jo. UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan 
Anak. 
Di dalam pengetahuan hukum pidana, orang yang 
menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana itu 
biasanya di sebut sebagai seorang middelilik dader atau 
seorang mittebaretater yang artinya seorang pelaku tidak 
lansung oleh karena ia memang secara langsung melakukan 
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sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantaraan 
orang lain. Sedangkan orang lain yang di suruh melakukan 
suatu tindak pidana itu, biasanya di sebut sebagai seorang 
materieele dader atau seorang pelaku material. 
Menurut KUHP yang di kemukakan oleh Chazawi ( 2002: 
85) yang di sebut yang menyuruh melakukan adalah:  
“Dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak 
secara pribadi melakukan, melainkan dengan 
perantaraan orang lain berbuat tanpa kesengajaan, 
kealpaan atau tanpa tanggung jawab karena keadaan 
yang tidak di ketahui, di sesatkan atau tunduk pada 
kekerasan.”    
Berdasarkan keterangan di atas, dapat di tarik dari unsur-
unsur dari bentuk pembuat penyuruh, yaitu: 
1. Melakukan tindak pidana dengan perantaraan orang 
lain sebagai alat di dalam tangannya. 
2. Orang lain itu berbuat ,tanpa kesengajaan , tanpa 
kealpaan, tanpa tanggung jawab, oleh sebab 
keadaan:  
 - yang tidak diketahuinya  
 - karena di sesatkan  
 - karena tunduk pada kekerasan 
Penentuan bentuk pembuat penyuruh lebih di utamakan 
pada ukuran objektif, yaitu tindakan pidana itu di lakukan 
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oleh orang lain yang ada dalam kekuasaannya sebagai alat, 
yang mana dia bertanggungjawab. Walaupun sesungguhnya 
juga tetap hal-hal yang juga ternyata subjektif, yaitu dalam 
hal tindak pidananya pembuat materilnya ( orang yang di 
suruh melakukan) , karena dia berbuat tanpa kesalahan dan 
dalam hal tidak dipertanggung jawabkan karena keadaan 
batin orang yang dipakai sebagai alat itu, yakni tidak tahu 
dan tersesatkan, sesuatu yang subjektif sedangkan alasan 
karena tunduk pada kekerasan adalah bersifat objektif. 
2.2.3 Turut serta melakukan (Medepleger) 
Menurut KUHP (Chazawi, 2002:96)  yang dimaksud 
dengan turut serta melakukan adalah : 
 “setiap orang yang sengaja berbuat (meedoet) dalam 
melakukan suatu tindak pidana”. 
Pada mulanya yang disebut dengan turut berbuat itu 
ialah bahwa masing-masing peserta telah melakukan 
perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan 
tindak pidana yang bersangkutan, seperti, ada dua orang 
yaitu A dan B mencuri sebuah televisi disebuah, dimana 
mereka berdua sama-sama masuk melalui jendela yang 
tidak terkunci dan sama-sama pula mengangkat televisi, 
pencurian televisi hanya satu orang, jelas perbuatan mereka 
telah sama-sama memenuhi rumusan tindak pidana. 
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Kerjasama yang diinsyafi adalah suatu bentuk 
kesepakatan atau suatu kesamaan kehendak antara 
beberapa orang (pembuat peserta dengan pembuat 
pelaksana) untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara 
bersama. Di dalam keinsyafan kerjasama ini terdapat 
kehendak yang sama dengan pembuat pelaksana untuk 
terwujudnya tindak pidana. Kerjasama yang diinsyafi tidak 
perlu berupa permufakatan yang rapi dan formal yang di 
bentuk sebelum pelaksanaan, tetapi cukup adanya saling 
pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam 
mewujudkan perbuatan yang satunya terhadap perbuatan 
yang lainnya, ketika berlangsungnya pelaksanaan. 
Mengenai mereka bersama-sama telah melaksanakan 
tindak pidana terkandung makna bahwa wujud perbuatan 
masing-masing antara pembuat peserta dengan pembuat 
pelaksana tidak perlu sama, yang penting wujud perbuatan 
pembuat peserta itu sedikit atau banyak terkait dan 
mempunyai hubungan dengan perbuatan yang dilakukan 
pembuat pelaksana dalam mewujudkan tindak pidana. 
2.2.4. Membujuk atau Menggerakkan Orang Lain (Uitlokker) 
Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain 
untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan 
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sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara 
limitatif, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, 
menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, 
ancaman, atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, 
sarana atau keterangan (Pasal 55 ayat 1 angka 2). 
Penganjuran (uitloken) mirip dengan menyuruhlakukan 
(doenplegen), yaitu melalui perbuatan orang lain sebagai 
perantara. Namun perbedaannya terletak pada: 
1. Pada penganjuran, menggerakkan dengan sarana-
sarana tertentu (limitatif) yang tersebut dalam undang-
undang (KUHP), sedangkan menyuruhlakukan 
menggerakkannya dengan sarana yang tidak ditentukan.  
2. Pada penganjuran, pembuat materiel dapat 
dipertanggungjawabkan, sedang dalam menyuruhkan 
pembuat materiel tidak dapat dipertanggungjawabkan. 
Syarat penganjuran yang dapat dipidana: 
1. ada kesengajaan menggerakkan orang lain; 
2.  menggerakkan dengan sarana/upaya seperti tersebut 
limitatif dalam KUHP; 
3.  putusan kehendak pembuat materiel ditimbulkan karena 
upaya-upaya tersebut; 
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4.  pembuat materiel melakukan/mencoba melakukan tindak 
pidana yang dianjurkan; 
5. pembuat materil dapat dipertanggungjawabkan. 
Penganjuran yang gagal tetap dipidana berdasarkan Pasal 
163 bis KUHP. 
Van Hammel (Lamintang, 1997:634) telah merumuskan 
Uitlokking itu sebagai suatu bentuk Deelneming atau 
keikutsertaan  berupa: 
“Kesengajaan menggerakkan orang lain yang dapat 
dipertanggungjawabkan pada dirinya sendiri untuk 
melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan 
cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang 
karena telah tergerak, orang tersebut dengan kemudian 
telah sengaja melakukan tindak pidana yang 
bersangkutan.” 
Rumusan Pasal 55 ayat (2) ke-2 menyebutkan secara 
lengkap tentang bentuk orang yang sengaja menganjurkan 
sebagai berikut : 
“Mereka dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, 
dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, 
dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan atau 
dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, 




Berdasarkan rumusan tersebut di atas, dapat 
disimpulkan bahwa ada lima syarat bagi seorang pembuat 
penganjur, yaitu : 
1. Tentang kesengajaan si pembuat penganjur, yang harus 
ditujukan pada empat hal, antara lain : 
  a. Ditujukan pada digunakannya upaya-upaya 
penganjuran. Penempatan unsur kesengajaan dalam 
rumusan bentuk pembuat penganjur ditujukan pada 
perbuatan menganjurkan dan pada apa yang 
dianjurkan yakni melakukan perbuatan. Hal ini 
berdasarkan keterangan di dalan KUHP (Chazawi, 
2002:110) yang menyatakan bahwa : 
“Apabila unsur kesengajaan dicantumkan dalam 
rumusan suatu tindak pidana, maka harus 
diartikan bahwa kesengajaan itu dianjurkan pada 
semua unsur yang diletakkan dibelakang unsur 
kesengajaan itu.” 
Berdasarkan kenyataan tidak mungkin terhadap 
cara-cara misalnya menggunakan kekerasan atau 
dengan memberikan sesuatu dilakukan tidak dengan 
sengaja. Kesengajaan ini telah dengan sendirinya ada 
dan melekat pada unsur-unsur upaya tersebut, 
mengingat cara merumuskan upaya itu dengan 
perkataan aktif, sehingga dengan terbukti adanya 
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upaya, maka kesengajaan di dalamnya dianggap 
telah terbukti pula. 
b. Ditujukan pada mewujudkan perbuatan menganjurkan 
beserta akibatnya kesengajaan ini disamping 
ditujukan pada perbuatan menganjurkan, juga 
ditujukan pada akibat dari perbuatan itu, yaitu orang 
lain tergerak hatinya untuk melakukan apa yang 
dianjurkan. 
c. Ditujukan pada orang lain untuk melakukan perbuatan 
(apa yang dianjurkan). Kesengajaan ini ditujukan 
pada perbuatan (feit), maksudnya adalah 
kesengajaan itu harus ditujukan agar orang lain 
melakukan tindak pidana. 
d. Ditujukan pada orang lain yang mampu bertanggung 
jawab atau dapat dipidana. Kesengajaan ini penting 
untuk membedakan antara penganjuran dengan 
menyuruh melakukan. Sebab kesengajaan pada 
bentuk menyuruh melakukan ditujukan pada orang 
lain yang tidak mampu bertanggungjawab untuk 
melakukan tindak pidana.  
2. Dalam menganjurkan harus menggunakan upaya-upaya 
penganjuran yang ditentukan dalam undang-undang. 
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Cara penganjuran ini telah ditentukan secara limitatif 
dalam Pasal 55 ayat (1) angka 2. Hal ini juga salah satu 
yang membedakan antara pembuat penganjur dengan 
pembuat penyuruh. Pada penyuruh dapat menggunakan 
segala cara, asalkan pembuat materilnya dapat 
dipertanggungjawabkan.  
 a. Dengan memberikan sesuatu  
Dimaksudkan dengan sesuatu dapat menimbulkan 
kepercayaan bagi orang-orang dianjurkan (pembuat 
pelaksana), adalah sesuatu yang sangat berharga 
bagi orang yang dianjurkan oleh karena sesuatu itu 
adalah sesuatu yang berharga bagi orang yang 
dianjurkan atau pembuat materiilnya, maka sesuatu 
itu harus berupa benda tertentu, misalnya uang atau 
mobil, tetapi bisa juga sesuatu yang bukan benda, 
misalnya suatu jasa atau pekerjaan, atau bisa juga 
kemudahan-kemudahan fasilitas tertentu. 
b. Dengan menjanjikan sesuatu 
Janji adalah upaya yang dapat menimbulkan 
kepercayaan bagi orang lain (orang yang 
menganjurkan) bahwa sesuatu yang dijanjikan itu 
benar-benar dapat memberikan manfaat, kenikmatan, 
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keuntungan, dan sebagainya atau segala sesuatu 
yang bersifat menyenangkan bagi orang itu. 
Timbulnya kepercayaan akan memperoleh sesuatu 
yang menyenangkan adalah syarat penting dari 
upaya menjanjikan. Sebab tanpa timbulnya 
kepercayaan, maka janji tersebut tidak mungkin dapat 
membentuk kehendak orang lain.  
2.2.5. Pembantuan (Medeplichtige) 
Mengenai hal pembantuan diatur dalam pasal tiga pasal, 
yaitu Pasal 56, 57, dan 60. Pasal 56 merumuskan tentang 
unsur obyektif dan unsur subyektif pembantuan serta 
macamnya bentuk pembantuan. Sedangkan pasal 57 
merumuskan tentang batas luasnya pertanggungjawaban 
pembantuan itu hanyalah pada pembantuan dalam hal 
kejahatan, dan tidak dalam hal pelanggaran. 
Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 KUHP, 
pembantuan ada dua jenis: 
a. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Cara 
bagaimana pembantuannya tidak disebutkan 
dalam KUHP. Ini mirip dengan medeplegen (turut 
serta), namun perbedaannya terletak pada: 
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1. Pada pembantuan perbuatannya hanya 
bersifat membantu/menunjang, sedang 
pada turut serta merupakan perbuatan 
pelaksanaan. 
2. Pada pembantuan, pembantu hanya 
sengaja memberi bantuan tanpa 
disyaratkan harus kerja sama dan tidak 
bertujuan/berkepentingan sendiri, 
sedangkan dalam turut serta, orang yang 
turut serta sengaja melakukan tindak 
pidana, dengan cara bekerja sama dan 
mempunyai tujuan sendiri. 
3. Pembantuan dalam pelanggaran tidak 
dipidana (Pasal 60 KUHP), sedangkan turut 
serta dalam pelanggaran tetap dipidana.  
4. Maksimum pidana pembantu adalah 
maksimum pidana yang bersangkutan 
dikurangi sepertiga, sedangkan turut serta 
dipidana sama. 
 
b. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang 
dilakukan dengan cara memberi kesempatan, 
sarana atau keterangan. Ini mirip dengan 
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penganjuran (uitlokking). Perbedaannya pada 
niat/kehendak, pada pembantuan kehendak jahat 
pembuat materil sudah ada sejak semula/tidak 
ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam 
penganjuran, kehendak melakukan kejahatan 
pada pembuat materil ditimbulkan oleh si 
penganjur. 
2.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembakaran 
Wirjono Prodjodikoro (Tindak-tindak pidana tertentu di 
Indonesia, 2003:133) mengemukakan bahwa tindak pidana 
pembakaran merupakan salah satu kejahatan dan pelanggaran 
mengenai membahayakan keadaan yang tertuang dalam 
KUHPidana. Adapun kejahatan-kejahatan yang membahayakan 
keamanan umum bagi orang dan barang terbagi dalam 7 (tujuh) 
Pasal dalam KUHPidana, yaitu Pasal 187, 187bis, 188, 191bis, 
191ter, 200, dam Pasal 201 yang menyebutkan bahaya umum 
sebagai unsur. 
Unsur “bahaya” dalam pasal-pasal tersebut tidak boleh 
dipandang secara subjektif, melainkan harus dipandang secara 
objektif. Dimana dalam hal ini si pelaku melakukan perbuatan 
“bahaya” tidaklah menjadi masalah apakah si pelaku mengganggap 
adanya “bahaya” atau tidak, melainkan akibat yang ditimbulkan dari 
perbuatan “bahaya” tersebut. “Bahaya” ini juga sudah dianggap ada 
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meski nyatanya hal-hal yang baru kemudian datang, tanpa 
disangka sebelumnya, dan yang turut menyebabkan datangnya 
malapetaka itu. 
Sedangkan tindak pidana yang dimaksud dalam penelitian 
ini yaitu tindak pidana yang tertuang dalam Pasal 187 ayat 
KUHPidana yang ditentukan 
Barangsiapa dengansengaja menimbulkan kebakaran, ledakan 
atau banjir, diancam: 
1) Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika 
karenanya menimbulkan bahaya umum bagi barang; 
2) Dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika 
karenanya menimbulkan bahaya nyawa orang lain; 
3) Dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu 
tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karnenya 
menimbukan bahaya bagi nyawa orang lain dan 
mengakibatkan matinya orang. 
 
Adapun unsur-unsur  tindak pidana pembakaran, yaitu: 
1. Barangsiapa 
Unsur “barangsiapa” disini adalah siapa saja yang 
merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan 
kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan 
akibat daripada perbuatan hukum. 
2. Dengansengaja membakar 
Bahwa unsur “dengansengaja membakar” adalah 
adanya nilai/rencana yang dilakukan untuk membakar 
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(menjadikan api dari suatu barang) sesuai dengan keinginan 
pelaku. 
3. Mendatangkan bahaya umum untuk barang 
“Bahaya umum untuk barang” adalah bahwa 
disamping barang yang pertama-tama diserang oleh pelaku, 
ada barang lain di dekatnya, yang ada bahaya akan kena 
pula oleh akibat serangan tersebut. Selain itu 
“mendatangkan bahaya umum untuk barang” maksudnya 
adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pada tempat 
dimana barang tersebut adalah untuk kepentingan umum 
(publik). 
2.4. Pidana dan Pemidanaan 
2.4.1.  Pengertian Pidana 
Istilah pidana sering, diartikan sama dengan istilah hukuman 
yang berasal dari kata straf, istilah ini merupakan istilah umum dan 
konvensional, yang dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-
ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang 
cukup luas, meskipun dalam berbagai literatur kedua istilah 
tersebut dibedakan. Hukuman adalah suatu pengertian umum, 
sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang 
sengaja ditimpakan kepada seseorang. Pidana itu sendiri 
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merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum 
pidana. 
Kepustakaan hukum pidana menjelaskan bahwa menurut 
alam pemikiran yang normatif murni, maka pembicaraan tentang 
pidana akan terbentur pada suatu titik pertentangan yang 
paradoxal, yaitu bahwa pidana di satu pihak diadakan untuk  
melindungi kepentingan seseorang, akan tetapi di lain pihak 
ternyata  memperkosa dan mengabaikan kepentingan serta hak 
seseorang yang lain dengan memberikan hukuman berupa 
penderitaan kepada seseorang yang dipidana. 
Berdasarkan beberapa definisi pidana tersebut di atas maka 
dapat disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau 
ciri-ciri antara lain sebagai berikut : 
1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan 
penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak  
menyenangkan. 
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan  
yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang) 
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang atau badan hukum 
yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang. 
Pengertian pidana tidak terbatas hanya pada pemberian 
nestapa, tetapi pidana juga digunakan untuk menyeruhkan tata 
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tertib, pidana pada hakekatnya dua tujuan utama yakni 
mempengaruhi tingkah laku dan untuk menyelesaikan konflik. 
Pidana di satu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan 
penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, tapi di sisi lain 
juga ditujukan agar membuat para pelanggar dapat kembali hidup 
bermasyarakat sebagaimana layaknya. 
 Pidana yang dikenakan pada seseorang harus dirumuskan 
secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang tertulis 
sebagai suatu legalitas dari pidana yang diancamkan, hal ini 
ditemukan dalam KUHP sebagai induk dari Hukum Pidana 
Indonesia. KUHP memiliki suatu bagian yang paling penting dan  itu 
adalah stelsel pidananya, karena KUHP tanpa stelsel pidana tidak 
akan ada artinya. 
2.4.2. Jenis- Jenis Pidana  
Dalam Pasal 10 KUHP disebut tujuh jenis pidana, yaitu : 
A. Pidana  Pokok : 
1. Pidana mati 
2. Pidana penjara 
3. Pidana kurungan 
4. Pidana denda 
B. Pidana tambahan : 
1. Pencabutan hak-hak tertentu 
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2. Perampasan barang-barang tertentu 
3. Pengumuman putusan hakim 
Dengan demikian, hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan 
hukuman selain yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP : 
1. Pidana Mati 
Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang 
dicantumkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, 
misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), 
pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 Ayat 4), 
pemberontakan yang diatur dalam Pasal 124 KUHP. 
2. Pidana Penjara 
Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan 
seseorang, yaitu berupa hukuman penjara atau kurungan. 
Hukuman penjara lebih berat dari kurungan karena 
diancamkan terhadap berbagai kejahatan. Adapun kurungan 
lebih ringan karena diancamkan terhadap pelanggaran atau 
kejahatan yang dilakukan karena kelalaian. Hukuman penjara 
minimum satu hari dan maksimum seumur hidup, hal ini diatur 
dalam Pasal 12 KUHP yang  berbunyi : 
(1) Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu 
tertentu. 
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(2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek 
adalah satu hari dan paling lama adalah lima belas tahun 
berturut-turut. 
(3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan 
untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal yang 
dipidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, 
pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu 
tertentu atau antar pidana penjara selama waktu tertentu, 
begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat 
dilampaui karena perbarengan (concursus), pengulangan 
(residive) atau karena yang telah ditentukan dalam Pasal 
52. 
(4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak 
boleh lebih dari dua puluh tahun. 
3. Pidana Kurungan 
Pidana kurungan lebih ringan dari pada pidana penjara. 
Lebih  ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan 
yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang 
dibutuhkan terhukum sehari-hari, misalnya : tempat tidur, 
selimut, dll. Lamanya pidana kurungan ini ditentukan dalam 
Pasal 18 KUHP yaitu : 
(1) Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari 
dan paling lama satu tahun. 
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(2) Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu 
tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang 
disebabkan karena gabungan kejahatan atau 
pengulangan, atau ketentuan pada Pasal 52 dan 52 a. 
4. Pidana Denda 
Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran 
juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya 
sebagai alternatif atau kumulatif. Jumlah yang dapat 
dikenakan pada hukuman denda ditentukan minimum dua 
puluh sen, sedangkan jumlah maksimum tidak ada ketentuan. 
 Mengenai hukuman denda diatur dalam Pasal 30 KUHP 
yang berbunyi : 
(1) Jumlah hukuman denda sekurang-kurangnya dua puluh 
lima sen. 
(2) Jika dijatuhkan hukuman denda dan denda itu tidak 
dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan. 
(3) Lamanya hukuman kurungan pengganti hukuman denda 
sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya 
enam bulan. 
(4) Dalam putusan hakim, lamanya itu ditetapkan begitu 
rupa, bahwa harga setengah rupiah atau kurang, diganti 
dengan satu hari, buat harga lebih tinggi bagi tiap-tiap 
setengah rupiah gantinya tidak lebih dari satu hari, 
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akhirnya sisanya yang tak cukup, gantinya tidak lebih 
dari satu hari, akhirnya sisanya yang tidak cukup, 
gantinya setengah rupiah juga. 
(5) Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya 
delapan bulan dalam hal-hal jumlah tertinggi denda itu 
ditambah karena ada gabungan kejahatan, karena 
mengulangi kejahatan atau karena ketentuan Pasal 52 
dan 52 a. 
(6) Hukuman kurungan tidak boleh sekali-kali lebih dari 
delapan bulan. 
Pidana denda tersebut dapat dibayar oleh siapa saja, baik 
keluarga ataupun diluar dari pihak keluarga. 
5. Pencabutan Hak Tertentu 
Hal ini diatur dalam Pasal 35 KUHP yang berbunyi : 
(1) Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat 
dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab 
undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya 
ialah: 
a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan 
tertentu; 
b. Hak memasuki angkatan bersenjata; 
c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang 
diadakan berdasarkan aturan-aturan umum; 
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d. Hak menjadi penasihat (raadsman) atau pengurus 
menurut hukum (gerechtelijke bewindvoerder) hak 
menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau 
pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak 
sendiri; 
e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan 
perwalian atau pengampuan atas anak sendiri; 
f. Hak menjalankan pencaharian (beroep) yang 
tertentu. 
(2) Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari 
jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan 
penguasa lain untuk pemecatan itu. 
6. Perampasan Barang Tertentu 
Karena suatu putusan perkara mengenai diri terpidana, maka 
barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau 
barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan 
kejahatannya. Hal ini diatur dalam Pasal 39 KUHP yang 
berbunyi : 
(1) Barang-barang  kepunyaan terpidana yang diperoleh dari 
kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan 
kejahatan dapat dirampas. 
(2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak 
dilakukan dengan sengaja, atau karena pelanggaran, 
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dapat juga dirampas seperti diatas, tetapi hanya dalam 
hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang. 
(3) Perampasan dapat juga dilakukan terhadap orang yang 
bersalah oleh hakim diserahkan kepada pemerintah, tetapi 
hanya atas barang-barang yang telah disita. 
 
 
7. Pengumuman Putusan Hakim 
Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumuman 
kepada khalayak ramai (umum) agar dengan demikian 
masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum. 
Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang 
mana, atau berapa kali, yang semuanya atas biaya si 
terhukum. Jadi cara-cara menjalankan pengumuman putusan 
hakim dimuat dalam putusan (Pasal 43 Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana). 
2.4.3.  Teori Tujuan Pemidanaan 
 Pada umumnya teori pemidanaan tidak dirumuskan dalam 
perundang-undangan,oleh karena itu para sarjana menyebutnya 
dengan teori yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang 
bermanfaat. Manfaat terbesar dengan dijatuhkannya pidana 
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terhadap pembuat adalah pencegahan dilakukannya tindak pidana 
termasuk juga pencegahan atas pengulangan oleh pembuat 
(prevebsi khusus) maupun pencegahan yang sangat mungkin 
potential offender melakukan tindak pidana tersebut (prevensi 
umum). 
 Tujuan pengenaan pidana di dalam KUHP peninggalan 
kolonial Belanda yang berlaku selama ini memang tidak 
dirumuskan secara eksplisit, namun demikian rancangan KUHP 
tahun 2006 telah merumuskan secara eksplisit tujuan pemidanaan 
yang terdapat dalam Pasal 51 yaitu: 
a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan 
norma hukum demi pengayoman masyarakat. 
b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan 
sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna. 
c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak 
pidana,memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa 
damai dalam masyarakat. 
d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. 
Pasal 51 ayat (2) Konsep Rancangan KUHP sendiri 
menyebutkan bahwa pemidanaan bertujuan semata-mata untuk 
menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat 
manusia.Tujuan pidana yang diharapkan ialah untuk mencegah 
terjadinya suatu kejahatan berikutnya, untuk perbaikan terhadap 
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diri si penjahat, menjamin ketertiban umum dan berusaha menakut-
nakuti calon penjahat agar tidak melakukan kejahatan. 
Sementara  Muladi  membagi teori-teori tentang tujuan 
pemidanaan  menjadi tiga kelompok, yakni : 
a. Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan 
pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga 
berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya 
kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi 
dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang 
telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat 
mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada 
orang yang melakukan kejahatan, sehingga sanksi bertujuan 
untuk memuaskan tuntutan keadilan. 
b. Teori teleologis tujuan memandang bahwa pemidanaan bukan 
sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana 
mencapai  tujuan yang bermanfaat untuk  melindungi  
masyarakat menuju  kesejahteraan  masyarakat. Sanksi  
ditekankan  pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang 
tidak melakukan kejahatan, dan bukan  bertujuan untuk  
pemuasan  absolut  atas  keadilan. 
c. Teori retributif-teleologis memandang bahwa tujuan 
pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara 
prinsip-prinsip teleologis tujuan dan retributif sebagai satu 
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kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan 
mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat 
sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang 
salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide 
bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau 
perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Pandangan 
teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk 
mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang 
mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus  retribution yang  
bersifat  utilitarian  dimana  pencegahan  dan sekaligus 
rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran  yang 
harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan. 
Karena tujuannya bersifat integratif, maka perangkat tujuan 
pemidanaan adalah : 
a. Pencegahan umum dan khusus; 
b. Perlindungan masyarakat; 
c. Memelihara solidaritas masyarakat; dan  
d. Pengimbalan/ pengimbangan. 
Adapun teori-teori pemidanaan dapat dibagi sebagai berikut : 
A. Teori Absolut atau Teori Pembalasan Vergeldings Theorien 
40 
Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah 
dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa 
pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana 
karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan 
perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, 
masyarakat, atau negara) yang telah dilindunginya. 
Teori ini didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak 
bertujuan untuk praktis seperti memperbaiki penjahat. 
Kejahatan itu sendirilah yang untuk dijatuhkannya pidana 
kepada pelanggar hukum. 
Kant berpendapat bahwa dasar pembenaran dari suatu 
pidana terdapat di dalam apa yang disebut Kategorischen 
Imperative menghendaki agar setiap perbuatan melawan 
hukum itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya mutlak, 
sehingga setiap pengecualian atau setiap pembahasan yang 
semata-mata didasarkan pada suatu tujuan itu harus 
dikesampingkan. 
 Dari teori tersebut, nampak jelas bahwa pidana 
merupakan suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang 
melakukan kejahatan akan dihukum, dan hukuman itu 
merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk 
sifat dan merubah etika dari yang jahat ke yang baik. 
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B. Teori Relatif atau Teori Tujuan Doel Theorien 
Dasar pemikirannya agar suatu kejahatan dapat dijatuhi 
hukuman, artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan 
tertentu, misalnya memperbaiki sifat mental atau membuat 
pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan 
sikap mental. Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal 
pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata 
tertib dalam masyarakat. 
Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka 
pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu : 
1. Bersifat menakut-nakuti Afscbrikking 
2. Bersifat memperbaiki Verbetering / reclasering 
3. Bersifat membinasakan Onscbadelijk maken 
 
C. Teori Gabungan atau Teori Modern Vereningings Theorien 
Teori gabungan adalah kombinasi dari teori absolut dan 
teori relatif, teori ini mensyaratkan bahwa pemidanaan itu 
selain memberikan penderitaan jasmani dan psikologis juga 
yang terpenting adalah memberikan pemidanaan dan 
penderitaan. 
2.5. Pertimbangan Hakim dan Menjatuhkan Putusan 
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2.5.1. Pertimbangan Yuridis  
2.5.1.1 Dasar-dasar yang Menyebabkan Diperberatnya Pidana 
 Undang-undang membedakan antara dasar-dasar 
pemberatan pidana  umum dan dasar-dasar pemberatan pidana 
khusus. Dasar pemberatan pidana umum ialah dasar pemberatan 
yang berlaku untuk segala macam tindak pidana, baik tindak 
pidana yang diatur dalam KUHP maupun tindak pidana ayng diatur 
diluar KUHP. Dasar pemberatan pidana khusus adalah 
dirumuskan dan berlaku pada tingkat pidana tertentu saja, dan 
tidak berlaku pada tindak pidana yang lain (chazawi:2005:73).  
A. Dasar pemberatan pidana umum: 
1. Dasar pemberatan karena jabatan.  
 Pemberatan karena jabatan diatur dalam Pasal 52 
KUHP. dasar pemberatan pidana tersebut dalam Pasal 52 
ini adalah terletak pada keadaan jabatan dari kualitas si 
pembuat (pejabat atau pegawai negeri sipil) mengenai 4 
(empat) hal, ialah dalam melakukan delik dengan: 
a. Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatan ; 
b. Memakai kekuasaan jabatannya; 
c. Menggunakan kesempatan karena jabatannya; 
d. Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatan. 
2. Dasar pemberatan pidana dengan menggunakan sarana 
bendera kebangsaan. 
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 Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan 
sarana bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52 a, 
KUHP yang berbunyi lengkapnya adalah : 
“Bilamana pada suatu waktu melakukan kejahatan 
digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, 
pidana untuk kejahatan tersebut dapat di tambah 
sepertiga.” 
  
 Ketentuan ini ditambahkan ke dalam KUHP berdasarkan 
Undang-undang No. 73 Tahun 1958 (Lembaran Negara 
No.127 Tahun 1958). Alasan pemberatan pidana yang 
diletakkan pada penggunaan bendera kebangsaan ini, dari 
sudut objektif dapat mengelabui orang-orang, dapat 
menimbulkan kesan seolah-olah apa yang dilakukan si 
pembuat itu adalah suatu perbuatan yang resmi, sehingga 
oleh karenanya dapat memperlancar atau mempermudah si 
pembuat dalam usahanya melakukan kejahatan.  
3. Dasar pemberatan pidana karena pengulangan Recidive. 
  Ada 2 (dua) arti pengulangan, yang satu menurut 
masyarakat (sosial), dan yang lainnya dalam arti hukum 
pidana. Menurut arti yang pertama, masyarakat 
menganggap bahwa setiap orang yang setelah dipidana, 
menjalaninya yang  kemudian melakukan tindak pidana 
lagi, di sini ada pengulangan, tanpa memperhatikan syarat-
syarat lainnya. Tetapi pengulangan dalam arti hukum 
pidana, yang merupakan dasar pemberatan pidana ini, 
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tidaklah cukup hanya melihat berulangnya melakukan 
tindak pidana, tetapi dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu 
yang ditetapkan undang-undang. 
  Pemberatan pidana dengan dapat ditambah 
sepertiga dari ancaman maksimum dari tindak pidana yang 
dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal-pasal 486, 
487 dan 488 KUHP  harus memenuhi 2 (dua) syarat 
esensial, yaitu: 
1. Orang itu harus telah menjalani seluruh atau sebagian 
pidana yang telah dijatuhkan hakim, atau ia dibebaskan 
dari menjalani pidana, atau ketika ia melakukan 
kejahatan kedua kalinya itu, hak negara untuk 
menjalankan pidananya belum daluawarsa. 
2. Melakukan kejahatan pengulangannya adalah dalam 
waktu belum lewat 5 (lima) tahun sejak terpidana 
menjalani sebagian atau seluruh pidana yang 
dijatuhkan. 
B. Dasar pemberatan pidana khusus 
 Maksud diperberatnya pidana pada dasar pemberatan 
pidana khusus ini ialah pada si pembuat dapat dipidana 
melampaui atau di atas ancaman maksimum pada tindak 
pidana yang bersangkutan, hal sebab diperberatnya mana 
dicantumkan secara tegas dalam dan mengenai tindak pidana 
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tertentu tersebut. Disebut dasar pemberatan khusus, karena 
hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang dicantumkan 
alasan pemberatan itu saja, dan tidak berlaku pada tindak 
pidana lain. 
 Bentuk-bentuk tindak pidana yang diperberat terdapat 
dalam jenis/kualifikasi tindak pidana pencurian yang 
dirumuskan dalam Pasal 363, dan Pasal 365, kualifikasi 
penggelapan bentuk diperberatnya pada Pasal 374 dan Pasal 
375, kualifikasi pembunuhan bentuk diperberatnya ada pada 
Pasal 339 dan Pasal 340, kualifikasi penganiayaan 
diperberatnya ada pada Pasal 351 ayat (2), (3), Pasal 353 ayat 
(1), (2), (3), Pasal 354 ayat (1), (2), Pasal 355 ayat (1), (2), 
Pasal 356, kualifikasi perusakan barang yang diperberatnya 
pada Pasal-pasal 408, 409, 410. 
 
2.5.1.2 Dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya  pidana 
 Dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya pidana 
terhadap si pembuat dalam undang-undang  terbagi atas dua, 
yaitu: dasar-dasar diperingannya pidana umum, dan dasar-dasar 
diperingannya pidana khusus. Dasar umum berlaku pada tindak 
pidana umumnya, sedangkan dasar khusus hanya berlaku pada 
tindak pidana khusus tertentu saja. 
A. Dasar peringanan pidana umum 
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1. Menurut UU No.3 Tahun 1997 
 Menurut UU No.3 Tahun 1997, dasar peringanan 
pidana umum ialah  sebab pembuatnya anak (disebut anak 
nakal) yang umurnya telah 8 (delapan) tahun tetapi belum 18 
(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan 
anak yang belum berusia 8 tahun dan melakukan tindak 
pidana tidak dapat diajukan ke pengadilan tetapi dapat 
dilakukan penyidikan (Pasal 5). 
2. Perihal percobaan kejahatan dan pembantuan kejahatan. 
 Percobaan dan pembantuan diatur dalam Pasal 53 
ayat (2) dan Pasal 57 ayat (1) . Pidana maksimum terhadap 
si pembuatnya dikurangi sepertiga dari ancaman maksimum 
pada kejahatan yang bersangkutan. Hal ini disebabkan 
karena percobaan dan pembuatan adalah suatu ketentuan 
umum (yang di dibentuk oleh pembentuk undang-undang) 
mengenai penjatuhan pidana terhadap pembuat yang gagal 
dan orang yang membantu orang lain melakukan kejahatan, 
yang artinya orang yang mencoba itu atau orang yang 
membantu (pelaku pembantu) tidak mewujudkan suatu 
tindak pidana tertentu, hanya mengambil sebagian syarat 
dari sekian syarat suatu tindak pidana tertentu.    
B. Dasar peringanan pidana khusus 
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 Disebagian tindak pidana tertentu, ada pula dicantumkan 
dasar peringanan tertentu yang hanya berlaku khusus terhadap 
tindak pidana yang disebutkan itu saja, dan tidak berlaku umum 
untuk segala macam tindak pidana. Dasar peringanan pidana 
khusus tersebar didalam Pasal-pasal KUHP, contohnya: tindak 
pidana pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP 
yang unsur memperingankannya adalah pencurian tersebut 
tidak dilakukan dalam sebuah kediaman atau pekarangan 
tertutup yang didalamnya ada tempat kediaman dan nilai/harga 
benda objek kurang dari  250 rupiah.  
 
2.5.2. Pertimbangan Sosiologis 
 Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pidana, 
kiranya rumusan Pasal 58 (Pasal 52) Naskah Rancangan KUHP (baru) 
hasil penyempurnaan tim intern Kementrian Kehakiman, dapat dijadikan 
referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana wajib 
dipertimbangkan hal-hal berikut 
1. Kesalahan pembuat tindak pidana 
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana 
3. Cara melakukan tindak pidana 
4. Sikap batin sipembuat tindak pidana 
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak 
pidana 
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6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana 
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana 
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan 






3.1.  Lokasi Penelitian 
Adapun lokasi penelitian yang penulis pilih dalam menunjang 
pengumpulan data adalah Kejaksaan Negeri Makassar dan 
Pengadilan Negeri Makassar. Alasan penulis memilih tempat 
tersebut karena kasus pembakaran, yang dapat mendatangkan 
bahaya umum bagi orang dan barang diputus oleh Pengadilan 
Negeri Makassar dengan putusan Nomor: 1606 /Pid/2010/PN.MKS. 
Pelaku pembakaran bernama Samsul Dg. Tola, pelaku tersebut 
sebagai dader. 
 
3.2 Teknik Pengumpulan Data 
Suatu karya ilmiah membutuhkan sarana untuk menemukan 
dan mengetahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala tertentu 
yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian karya ilmiah tersebut 
dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah. Sebagai tindak lanjut 
dalam memperoleh data-data sebagaimana yang diharapkan, maka 





1. Penelitian Pustaka (library research) 
Dalam penelitian ini penulis memperoleh data melalui jalan 
membaca berbagai buku, jurnal ilmiah dan literatur lainnya yang 
mempunyai keterkaitan dengan materi pembahasan. 
2. Penelitian Lapangan (field research) 
Pada bagian ini penulis mengadakan pengumpulan data 
dengan cara berinteraksi langsung dengan objek yang diteliti. 
Dalam hal ini melakukan teknik Interview (wawancara) yakni 
penelitian melakukan tanya jawab secara langsung terhadap 
pelaku serta hakim Pengadilan Negeri Makassar yang telah 
memutus perkara ini. 
  
3.3 Jenis dan Sumber Data 
Data yang diperlukan dalam penelitian ini sesuai dengan 
permasalahan dan tujuan penelitian, dibagi kedalam dua jenis 
data yaitu: 
1. Data Primer 
 Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil 
wawancara langsung dengan pihak yang terkait sehubungan 
dengan penulisan skripsi ini yaitu pelaku pembakaran serta 
hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memutus  yang telah 
memutus perkara ini. 
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2. Data Sekunder 
 Data sekunder adalah data yang diperoleh  melalui 
bahan laporan dan dokumen lain yang telah ada sebelumnya 
serta mempunyai hubungan erat dengan masalah yang 
dibahas dalam penulisan skripsi. 
 
3.4. Analisis Data 
Agar pengolahan data primer dan data sekunder seperti yang 
tersebut di atas dapat menjadi sebuah karya ilmiah (skripsi) yang 
terpadu dan sistematis diperlukan suatu sistem analisis data yang 
dikenal dengan cara menyesuaikan dan menggambarkan keadaan 
yang nyata mengenai pembantuan yang dilakukan Samsul Dg. Tola 
dalam tindak pidana pembakar. Hasil wawancara atau studi 
kepustakaan kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk 





HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1. penerapan hukum terhadap tindak pidana pembakar yang 
dapat membahayakan keamanan umum bagi orang atau 
barang 
Putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa berdasarkan 
kualitas kesalahan dengan melihat latar belakang dari pada tindak 
pidana tersebut dimana sanksi yang telah dijatuhkan telah sesuai 
Pasal 187 ayat (1) jo. Pasal 55 KUHP. 
Proses pemidanaan dalam kasus tindak pidana pembakaran 
yang dapat membahayakan keamanan umum bagi orang dan 
barangyang teliti dalam Putusan Nomor: 1606/Pid.B/2010/PN.MKS 
adalah sebagai berikut : 
 
4.1.1. Posisi Kasus 
 
Bahwa ia terdakwa Samsul Dg. Tola dan teman, pada hari 
Kamis tanggal 24 juni 2010 sekitar jam 04.00 Wita atau setidak-
tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan juni 2010, 
bertempat di Jalan Hertasning baru dekat jembatan pertama 
Kota Makassar settidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam 
daerah hukum Pengadilan Negri Makassar, terdakwa Samsul 
Dg. Tola berteman dengan sengaja menimbulkan kebakaran. 
 
Awalnya terdakwa berteman dengan lelaki Ansar, lelaki 
Abbas yang keduanya (DPO) bersama-sama berangkat dari 
rumah terdakwa Samsul Dg, Tola dan membawa minyak tanah 
yang ditaruh dalam sebuah jergen dan 1 (satu) buah korek api 
dengankelokasi tanah milik korban H. Khaeruddin, SE. Dan 
menurut terdakwa Samsul Dg. Tola karena terdakwa tanahnya 
dibangun oleh saksi korban secara paksa sehingga jalan 
kekerasan/merusak/menghancurkan dengan cara membakar 
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itulah penyelesaiannya menurut terdakwa. Namun yang 
seharusnya terdakwa menghubungi korban setelah dilakukan 
pembangunan rumah diatas lokasi tersebut secara 
kedalam/kekeluargaan. Namun lokasi/rumah yang dimaksud 
terdakwa berteman, langsung menyuruh penjaganya turun dari 
rumah dan mengambil HP Jamaluddin serta mengatakan 
jangan menelpon atau menghubungi siapapun, kemudian 
terdakwa berteman langsung menyiram rumah tersebut dengan 
minyak tanah kemudian korek api dinyalakan oleh Ansar (DPO) 
sehingga rumah tersebut hancur/rusak akibat perbuatan 
terdakwa berteman 
 
4.1.2. Dakwaan Penuntut Umum 
 
PRIMAIR 
Bahwa ia terdakwa Samsul Dg. Tola dan teman, pada hari 
Kamis tanggal 24 juni 2010 sekitar jam 04.00 Wita atau setidak-
tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan juni 2010, 
bertempat di Jalan Hertasning baru dekat jembatan pertama 
Kota Makassar settidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam 
daerah hukum Pengadilan Negri Makassar, barang siapa dengan 
terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama 
menggunakan kekerasaan terhadapbarang, sehingga tidak dapat 
dipakai lagi. Perbuata terdakwa didakwa melakukan suatu 




Bahwa ia terdakwa Samsul Dg. Tola dan teman, pada hari 
Kamis tanggal 24 juni 2010 sekitar jam 04.00 Wita atau setidak-
tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan juni 2010, 
bertempat di Jalan Hertasning baru dekat jembatan pertama 
Kota Makassar settidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam 
daerah hukum Pengadilan Negri Makassar, dengan sengaja 
melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat 
dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu yang seluruhnya atau 
sebagian kepunyaan orang lan. Perbuata terdakwa didakwa 
melakukan suatu tindakan pidana sebagaimana diatur dalam 
Pasal 406 ayat (1) jo. Pasal 55 KUHP 
 
LEBIH SUBSIDAIR 
Bahwa ia terdakwa Samsul Dg. Tola dan teman, pada hari 
Kamis tanggal 24 juni 2010 sekitar jam 04.00 Wita atau setidak-
tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan juni 2010, 
bertempat di Jalan Hertasning baru dekat jembatan pertama 
Kota Makassar settidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam 
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daerah hukum Pengadilan Negri Makassar, terdakwa Samsul 
Dg. Tola berteman dengan sengaja menimbulkan kebakaran. 
Perbuata terdakwa didakwa melakukan suatu tindakan pidana 
sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (1) jo. Pasal 55 KUHP 
 
 
4.1.3. Tuntutan Penuntut Umum 
Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menuntut supaya 
Majelis Hakim Pengadilan Negri Makassar yang memeriksa dan 
mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan 
terhadap terdakwa sebagai berikut : 
1. Menyatakan para terdakwa SAMSUL DG. TOLA 
terbukti dengan sah dan meyakinkan telah melakukan 
tindak pidana berdasarkan Pasal 187 ayat (1) jo. 
Pasal 55 KUHP. 
2. Menghukum para terdakwa dengan hukuman penjara 
masing-masing selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan 
dan dipotong tahananan selama para terdakwa dalam 
tahanan sementara. 
3. Menghukum pula para terdakwa membayar biaya 
perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) 
4. Barang bukti : 
- 2(dua) potong kayu balok 
- Sepotong tikar plastic warna merah jambu 
dirampas untuk untuk dimusnahkan 
 
4.1.4. Komentar Penulis 
 
Dalam hal penerapan hukum dalam kasus tindak pidana 
pembakaran yang dapat membahayakan keamanan umum bagi 
orang dan barang yang ditinjau dari kasus dengan putusan No. 
1606/Pid.B/2010/PN.MKS. dapat kita lihat dari tuntutan penuntut 
umum bahwa terdakwa Samsul Dg. Tola berteman dengan 
sengaja menimbulkan kebakaran yang diatur dalam Pasal 187 
ayat  (1) jo. Pasal 55 KUHP. Unsur-unsur dalam tindak pidana 
tersebut haruslah terpenuhi seluruhnya 
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Adapun unsur-unsur dari Pasal 187 ayat (1) sebagai berikut : 
a. Barangsiapa 
Tentang unsur barangsiapa ini dimaksud 
adalah tentang pertanggung jawaban atas perbutan 
pidana yang dilakukan setiap orang. Demikian pula 
maka orang yang diperhadapkan sebagai terdakwa 
harus memenuhi unsur-unsur delik yang didakwakan. 
Dalam perkara ini orang yang dihadapkan di 
persidangan setelah identitasnya dicocokkan dengan 
pengakuan, para saksi sesuai dengan identitas dalam 
surat dakwaan dan berkas perkara yaitu  Samsul Dg. 
Tola sebagai orang yang dimaksud, dengan 
pertimbangan tersebut maka unsur barang siapa telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga 
apabila unsur delik yang menyertai unsur barangsiapa 
terbukti, maka terdakwa dijatuhi hukuman kecuali ada 
alasan yang pengecualian dari pertanggung jawaban 
pidana karna alasan pemaaf dan pembenar. 
b. Dengan Sengaja membakar 
Pasal 187 secara tegas menyebutkan kata 
“dengan sengaja” hal itu dimaksud bahwa terjadinya 
kebakaran dalam perkara ini benar-benar adalah 
sebagai tujuan dari terdakwa. Dari fakta yang terlihat 
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di persidangan bahwa ternyata terdakwa bersama 
dengan temannya telah berangkat dari rumah dengan 
membawa minyak dalam jergen dengan tujuan untuk 
membakar pondok dari H. Khaeruddin dan setelah 
sampai di tempat tujuan, lalu terdakwa berteman 
terlebih dahulu membangunkan saksi Jamaluddin dan 
Muhtar, maka terdakwa bersama temannya menyiram 
minyak tanah kepondok tersebut dan menyalak api. 
Dengan melihat cara terdakwa, ditambah 
adanya masalah terdakwa dengan H. Kheruddin yaitu 
tanah di mana pondok itu berdiri, maka telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa 
bertujuan untuk membakar pondok tersebut. Dengan 
pertimbangan itulah maka unsur “dengan sengaja 
membakar” terpenuhi 
c. Dapat Mendatangkan Bahaya Umum bagi Barang 
Unsur-unsur dapat mendatangkan bahaya 
umum bagi barang adalah akibat dari perbuatan 
dengan sengaja membakar yang harus dibuktikan. 
Yang dimaksud denagan “dapat mendatangkan 
bahaya umum bagi barang” menurut Hogerand 7 
maret 1887 adalah bahaya bagi barang yang dimiliki 
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oleh lebih dari satu orang atau bahaya bagi barang-
barang dimiliki oleh satu orang. 
Berdasarkan fakta yang ditemukan bahwa 
setelah terdakwa bersam temannya melakukan 
pembakaran sebagaimana telah dibuktikan di atas 
telah mengakibatkan pondok terbakar dan tidak dapat 
digunakan kembali, selain pondoknya yang terbakar 
sudah barang tentu kebakaran tersebut telah dapat 
mendatangkan bahaya atas segala sesuatu yang ada 
dalam pondok tersebut. 
Tentang Pasal 55 yang di yuntokan kepada Pasal 187 KUHP 
mengenai turut serta yang dimaksud adalah “orang yang 
melakukan, yang menyuruh, turut melakukan, membujuk 
melakukan” akan dijatuhi hukuman yang merupakan peristiwa 
pidana. Dengan demikian apanila di yuntokan dengan Pasal 55 
KUHP untuk mewujudkan peristiwa pidana tersebut melibatkan 
lebih dari satu orangdengan peran masing-masing. 
Dengan pertimbangan diatas maka seluruh unsur Pasal 187 
ayat (1) jo. Pasal 55 KUHP telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja 




4.2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana 
pembakar yang dapat membahayakan keamanan umum bagi 
orang atau barang. 
4.2.1. Pertimbangan Hakim 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang 
ditemukan selanjutnya dipertimbangkan ketentuan pidana 
yang ditentukan jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa 
yang telah didakwa alternatif yaitu : Pasal 170 KUHP, atau 
Pasal 406 (1) Jo Pasal 55 KUHP, atau Pasal 187 Jo Pasal 
55 KUHP. 
 
Menimbang, bahwa karna terdakwa telah didakwa 
dengan dakwaan alternatif maka Hakim langsung 
mempetimbangkan ketentuan pidana yang berkaitan dengan 
fakta hukum yang ditemukan, dalam hal ini Majelis Hakim 
mempertimbangkan Pasal 187 (1) Jo Pasal 55 KUHP 
sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga berbunyi : 
“barang siapa dengan sengaja membakar, menjadikan 
letusan atau kebanjiran dihukum penjara selama lamanya 12 
tahun, jika perbuatan tersebut dapat mendatangkan bahaya 
umum bagi barang. 
 
Menimbang, bahwa untuk dapat dihukum dengan 
ketentuan pidana ini maka perbuatan terdakwa sesuai 
dengan fakta yang telah diuraikan harus memenuhi unsur-
unsur sebagai berikut 
A. Barang siapa 
B. Dengan sengaja membakar 
C. Dapat mendatangkan bahaya umum bagi 
barang 
 
1. Unsur barang siapa 
Tentang unsur barangsiapa ini dimaksud 
adalah tentang pertanggung jawaban atas 
perbutan pidana yang dilakukan setiap orang. 
Demikian pula maka orang yang diperhadapkan 
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sebagai terdakwa harus memenuhi unsur-unsur 
delik yang didakwakan. 
Dalam perkara ini orang yang dihadapkan di 
persidangan setelah identitasnya dicocokkan 
dengan pengakuan, para saksi sesuai dengan 
identitas dalam surat dakwaan dan berkas perkara 
yaitu  Samsul Dg. Tola sebagai orang yang 
dimaksud, dengan pertimbangan tersebut maka 
unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan, sehingga apabila unsur delik yang 
menyertai unsur barangsiapa terbukti, maka 
terdakwa dijatuhi hukuman kecuali ada alasan 
yang pengecualian dari pertanggung jawaban 
pidana karna alasan pemaaf dan pembenar. 
 
2. Unsur dengan sengaja membakar 
Pasal 187 secara tegas menyebutkan kata 
“dengan sengaja” hal itu dimaksud bahwa 
terjadinya kebakaran dalam perkara ini benar-
benar adalah sebagai tujuan dari terdakwa. Dari 
fakta yang terlihat di persidangan bahwa ternyata 
terdakwa bersama dengan temannya telah 
berangkat dari rumah dengan membawa minyak 
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dalam jergen dengan tujuan untuk membakar 
pondok dari H. Khaeruddin dan setelah sampai di 
tempat tujuan, lalu terdakwa berteman terlebih 
dahulu membangunkan saksi Jamaluddin dan 
Muhtar, maka terdakwa bersama temannya 
menyiram minyak tanah kepondok tersebut dan 
menyalak api. 
Dengan melihat cara terdakwa, ditambah 
adanya masalah terdakwa dengan H. Kheruddin 
yaitu tanah di mana pondok itu berdiri, maka telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa 
terdakwa bertujuan untuk membakar pondok 
tersebut. Dengan pertimbangan itulah maka unsur 
“dengan sengaja membakar” terpenuhi 
 
3. Dapat Mendatangkan Bahaya Umum bagi Barang 
Unsur-unsur dapat mendatangkan bahaya 
umum bagi barang adalah akibat dari perbuatan 
dengan sengaja membakar yang harus dibuktikan. 
Yang dimaksud denagan “dapat mendatangkan 
bahaya umum bagi barang” menurut Hogerand 7 
maret 1887 adalah bahaya bagi barang yang 
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dimiliki oleh lebih dari satu orang atau bahaya bagi 
barang-barang dimiliki oleh satu orang. 
Berdasarkan fakta yang ditemukan bahwa 
setelah terdakwa bersam temannya melakukan 
pembakaran sebagaimana telah dibuktikan di atas 
telah mengakibatkan pondok terbakar dan tidak 
dapat digunakan kembali, selain pondoknya yang 
terbakar sudah barang tentu kebakaran tersebut 
telah dapat mendatangkan bahaya atas segala 
sesuatu yang ada dalam pondok tersebut. 
Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut 
diatas maka unsur “dapat membahayan keamanan umum 
bagi barang” telah terbukti secara sah 
 
Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP yang di yuntokan 
kepada Pasal 187 KUHP akan dipertimbangkan sebagai 
berikut : 
 
Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP yang dikenal 
dengan lembaga “turut serta” dimaksud adalah bahwa 
“orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut 
melakukan, membujuk melakukan” di hukum sebagai orang 
yang melakukan peristiwa pidana. Dengan demikian apabila 
ketentuan pidana diyuntokan dengan Pasal 55 KUHP maka 
untuk mewujudkan peristiwa pidana tersebut melibatkan 
lebih dari satu orang dengan peran masing-masing seperti 
diatas 
 
Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan 
fakta yang telah diuraikan diatas maka terdakwa telah 
mewujudkan peristiwa pidana Pasal 187 bersama 
temanyang lebih dari satu orang, sementara peran terdakwa 
dalam peristiwa pidana Pasal 187 tersebut adalah sebagai 
orang yang melakukan karena semua unsur ketentuan 
pidana Pasal 187 (1) KUHP dilakukan oleh terdakwa 
sebagaimana telah dibuktikan. 
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Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas 
maka seluruh unsur Pasal 187 (1) Jo Pasal 55 KUHP telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak 
pidana “Dengan sengaja menbakar yang dapat 
menimbulkan bahaya umum bagi barang”. 
 
Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan 
terbukti bersalah melakukan tindakan pidana pada dakwaan 
alternatif ketiga, maka dakwaan dakwaan yang lain tidak 
perlu dibuktikan 
 
Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatan 
bersalah, maka seluruh dalil pembelaan terdakwa yang 
disampaikan Penasihat Hukum terdakwa harus ditolak. 
 
Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan 
terbukti bersalan dank arena selama persidangan tidak 
ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang 
mengecualikan terdakwa dari tanggung jawaban pidana 
maka terdakwa harus dijatuhi hukuman. 
 
Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan 
terdakwa telah ditahan, maka lamanya menjalani masa 
penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana 
penjara yang dijatuhkan. 
 
Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan yang sah 
menurut hukum untuk mengeluarkan terdakwa dariRumah 
Tahanan Negara, maka terdakwa harus diperintahkan tetap 
di Rumah Tahanan Negara. 
 
Menimbang, bahwa tentang barang bukti, 2 potong 
kayu balok dan sepotong tikar plastic warna merah jambu 
dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan 
 
Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan 
terbukti bersalah dan dihukm, maka terdakwa dibebani 
membayar ongkos perkara. 
 
Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan 
akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang 
meringankan dan memberatkan terdakwa 
 
Hal-hal yang memberatkan : 
- Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan 
- Terdakwa belum pernah dihukum 
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- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga 
 
Hal-halyang memberatkan : 
- Terdakwa berbelit-belit memberikan 
keterangan sehingga mempersulit persidangan 
 
Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan 
tersebut diatas serta mengingat tujuan pemidanaan maka 
putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan 
 
Memperhatiakan Pasal 187(1) Jo Pasal 55 KUHP, UU 
No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta ketentuan yang 




1. Menyatakan terdakwa SAMSUL DG. TOLA telah terbukti secara 
sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak 
pidana, “Dengan sengaja membakar yang dapat mendatangkan 
bahaya umum bagi barang” 
2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa oleh karena itu dengan 
pidana penjara selama 1 (satu) tahun 
3. Menetapkan lamanya terdakwa menjalani masa tahanan 
sementara dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang 
dijatuhkan 
4. Memerintahkan barang bukti : 2 balok kayu, sepotong tikar warna 
merah jambu, dirampas untuk dimusnahkan 
5. Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar 
Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) 
 
 
4.2.2. Komentar Penulis 
Putusan hakim merupakan pernyataan Hakim sebagai pejabat 
negara yang diberi wewenang untuk itu berupa putusan penjatuhan 
pidana jika perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan 
meyakinkan. Dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan 
sanksi pidana, Hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis terdiri 
yang terdiri dari dakwaan Penuntut Umum, keterangan terdakwa , 
keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal perbuatan 
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hukum pidana. Adapula pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar 
belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan serta kondisi terdakwa 
pada saat melakukan perbuatan. 
Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh Hakim dalam 
menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. 
Dikarenakan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa haruslah 
didasari dengan rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan dan 
profesionalisme dari seorang Hakim. 
Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap 
pelaku dalam perkara ini sudah benar didasarkan pada pertimbangan 
yuridis. Namun penulis berpendapat bahwa penjatuhan sanksi oleh 
Hakim lebih didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan alat bukti 
yang sah. Hukuman yang dijatuhkan berupa pidana penjara selama 1 
(satu) tahun kepada terdakwa sudah cukup untuk menimbulkan efek 
jera bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. 
Hakim juga mempunyai kebebasan dan kekuasaan dalam 
menjatuhkan hukuman bagi seorang terdakwa yakni berdasarkan 
tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahkan  lebih dari apa yang 
dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum sendiri. Tetapi walaupun 
demikian, Hakim dalam menjatuhkan putusan harus benar-benar 
mempertimbangkan segala aspek termasuk bahwa pemidanaan itu 






Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan yang telah di uraikan diatas, maka penulis dapat 
menarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Berdasarkan analisis tentang penerapan hukum pada putusan 
majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar nomor perkara 
1606/Pid.B/2010/PN.Mks yang menyatakan bahwa  terdakwa 
Samsul Dg. Tola telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana pembakaran yang dapat 
membahayakan keamanan umum bagi orang dan barang yang 
diatur pada Pasal 187 ayat (1) KUHP, sesuai fakta-fakta 
persidangan dan alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut 
Umum berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, 
petunjuk dan keterangan terdakwa. Majelis hakim menjatuhkan 
pidana penjara 1 (satu) tahun kepada terdakwa sesuai dengan 
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
2. Hakim Pengadilan Negeri Makassar dinilai dalam 
pertimbangan-pertimbangan telah sesuai menurut aturan-
aturan terkait dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana 
pembakaran yang dapat membahayakan keamanan umum 
bagi orang dan barang, baik dari proses pembuktian Jaksa 
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Penuntut Umum. Yang menjadi pertimbangan hakim 
diantaranya fakta-fakta persidangan dan fakta yuridis, serta 
melihat hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. 
 
5.2 Saran 
Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan 
dengan penulisan skripsi ini adalah : 
1. Penulis mengharapkan kepada segenap aparat penegak 
hukum khususnya majelis hakim, agar setiap pelaku 
kejahatan (khususnya tindak pidana pembakaran yang dapat 
membahayakan keamanan umum bagi orang dan barang) 
sekiranya ditindak dengan tegas dan tetap memperhatikan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat 
memberi efek jera kepada para pelaku. Dan dengan 
pemberian sanksi pidana yang tegas diharapkan dapat 
memberikan efek pencegahan dalam masyarakat dan 
membuat masyarakat untuk lebih taat hukum. 
2. Selain tentang pemberian sanksi yang tegas, penulis juga 
berharap dalam setiap menjatuhkan putusan agar sekiranya 
majelis hakim juga lebih memperhatikan hal-hal yang dapat 
memberatkan dan meringankan Terdakwa karena hal ini 
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